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RINGKASAN

TASYA ZANUBA NISAUTTAQWA. Peran Inspektorat dalam Pengawasan Dana
Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 (The Role of regional Inspectorates in
the Supervision of Village Funds in Ponorogo in 2020). Dibimbing oleh DARNA.

Pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk mengevaluasi apakah sudah
sesual dengan ketentuan yang berlaku atau tidak. Pengawasan atas penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif,
efisien, transparan, dan akuntabel. Pengawasan dilakukan untuk meminimalisir
terjadinya penyimpangan di suatu lembaga.

Laporan tugas akhir ini dibuat dengan tujuan memaparkan peran
inspektorat daerah dalam pelaksanaan pengawasan dana desa di Kabupaten
Ponatogo tahun 2020, memaparkan peran inspektorat daerah dalam pengalokasian
dan penggunaan dana desa di Kabupaten Ponorogo tahun 2020, menguraikan
faktar-faktor yang menjadi penghambat peran inspektorat daerah dalam
pengawasan dana desa di Kabupaten Ponorogo tahun 2020.

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di Kantor Inspektorat
Kabupaten Ponorogo selama dua bulan mulai tanggal 08 Februari 2021 sampai
tanggal 03 April 2021. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menyusun
lapogan tugas akhir ini antara lain

Hasil laporan tugas akhir ini menyatakan bahwa Peran Inspektorat dalam
Pengawasan Dana Desa Gins@bupaten Ponoro ahun &‘j Ena belum
maksimal. Hal tersebut dibukttkan d Pu&gt%a? (ﬁ#-tl) y§ M (isia dan
kapabilitas kompetensi yang belum optimal karena terdapat kebijakan kuota di
setiap diklat. Selain itu, terdapat keterbatasan waktu pemeriksaan yang dilakukan
Inspektorat Kabupaten Ponorogo yang dapat mempengaruhi tingkat kemaksimalan
pengawasan dana desa. Pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan dana desa
sudah efektif. Hal tersebut dibuktikan dari kesesuaian penggunaan anggaran dengan
prioritas anggaran yang ada. Transparansi dana desa dilakukan dengan
mengumumkan pertanggung jawaban LPPD dan APBDes yang akan dilaksanakan
melalui baliho maupun media sosial. Faktor penghambat serta solusi dari Peran
Inspektorat dalam Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Ponorogo adalah
keterbatasan sumber daya manusia, waktu dan anggaran mengingat banyaknya
jumlah desa yang ada di Kabupaten Ponorogo menjadikan pengawasan yang
dilakukan kurang maksimal. Solusi yang dapat ditempuh yaitu dengan penambahan
sumber daya manusia dan mengoptimalkan waktu pemeriksaan dengan membuat
program kerja yang efektif dan efisien.
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